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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana masih
senantiasa memberikan segala taufik, hidayah, rahmah, dan berkah-Nya
kepada kita semua, Aamiin. Dan juga tak lupa kita kirimkan salawat beserta do’a
kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang mana selalu kita jadikan
panutan dan suri teladan dalam menjalankan kehidupan ini.

Rancangan Awal Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Danau
Kembar Tahun 2027 yang disusun merupakan amanat undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyiapkan Renja- Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Danau Kembar merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan
penjabaran teknis dari Renstra Kecamatan Danau Kembar dalam aspek
perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-
Program dan Kegiatan indikatif Kecamatan Danau Kembar selama kurun waktu
satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Danau Kembar.

Tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini tidak terlepas dari
partisipasi semua pihak yang ada di Kecamatan Danau Kembar dan masih
banyak terdapat kekurangan, besar harapan kami agar Rancangan Awal
Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan memberikan
masukan berharga, khususnya bagi Kecamatan Danau Kembar dan yang
memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan
serta selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Tanjung Nan Ampek, Januari 2026
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1.2

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan
Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan
Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)
sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah dalam 5 tahun. Dari dokumen Renstra berikutnya diturunkan kedalam
penyusunan renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Rancangan Awal Rencana Kerja berfungsi sebagai
pedoman kerja dan dokumen, serta diharap menyatukan visi, misi, persepsi,
strategi seluruh aparat pemerintahan dalam membina, melayani, dan
memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang
mandiri, serta untuk dapatmengevaluasi kinerja ditahun-tahun sebelumnya dan
diharapkan untuk bisamemacu kinerja pada tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Danau Kembar Tahun 2027
merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor
Kecamatan Danau Kembar untuk mencapai tujuan dan sasaranpembangunan.

Adapun keberhasilan dan tidaknya Rancangan Awal Rencana Kerja ini tidak
lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peranserta
masyarakat.

Landasan Hukum




Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Tahun 2027 adalah sebagai berikut

1.

10.

11.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

Undang — undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
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1.3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun
2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rancangan Awal Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024;

Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025;

Maksud Dan Tujuan

Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah

untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah 5 tahun dengan
maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian
program dan kegiatan yang sangat strategis di perangkat daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan
selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.

Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga
dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya serta dapat mengambil langkah langkah/kebijakan tugas - tugas
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sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah
(renja perangkat daerah) Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Tahun 2025,
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB| PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP




2.1.

BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra

Kinerja Kantor Kecamatan Danau Kembar tahun 2025 tercermin dalam
pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dankegiatan.
Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Danau Kembar adalah
Implementasi dari Rancangan Awal Rencana Kerja yang dibuat dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya Organisasi, Potensi dan
Dana yang tersedia. Sedangkan prediksi untuk pencapaian target kegiatan

tahun 2027 harus lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di
Kecamatan Danau Kembar Realisasi Program telah melebihi target kinerja atau
keluaran yang telah direncanakan. Hal ini tidak lepas dari peningkatan Sumber Daya
Manusia dan Kapsitas Pegawai Di Kecamatan Danau Kembar sehingga hal ini
berpengaruh pada peningkatan nilai IKM ynag telah dilakukan pengukuran pada
Tahun 2025 yang direncanakan bernilai 3,65 menjadi 3,65. Pengukuran Nilai Ikm
Berdasar Pengisian kuisioner yang diberikan kepada Masyarakat yang menerima
Pelayanan Pada Kantor Camat Danau Kembar. Pencapaian ini tidak terlepas dari
arahan dari Pimpinan dalam peningkat Pelayanan di Kecamatan Danau Kembar.
Untuk mempertahankan capaian pada tahun ini akan lebih ditingkakan lagi kapasitas

pegawai. Dapat dilihat pada tabel TC. 29 dibawah ini :




TABEL TC. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S.D 2025
KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DANAU KEMBAR

Target Realisasi Tareet dan realisasi kinria am Perkiraan realisasi capaian
Kinerja Target 3 dan kegiatan { ahunJZ Opzrcs)gr target renstra skpd sampai
Urusan / bidang urusan . L Capaian Kinetja Target dengan tahun berjalan
. . Indikator Kinerja Program ( Program Capaian program
Kode rekening pemerintahan daerah .
dan program/kegiatan Outcomes) / Kegiatan ( Output) (Renstra Program Roalisasi dan Roalisasi
SKPD) Keluaran Target Calusast | pingkat | kegiatan Causast | iy okat
Tahun Kegiatan S.D | Renja SKPD gleqn,‘g realisasi prgg:mmdan capaian
2021-2026 Tahun 2025 9
2025 2025 ) kegiatan target
Program
07.01.02 Penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) | 3,65 Nilai 3,60 Nilai 3,60 3,65 100% 100% 3,55 100%
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
Koordinasi
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Persentase Pelayanan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
o Kegiatan Pemerintahan Pemerintahan Kecamatan 100% ) ) ) ) )
di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan
7.01.02.2.02.02 Kegiatan Pemerintahan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen
di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan




Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang tidak Persentase Pemenuhan Layanan
7.01.02.2.01 dilaksanakan oleh unit . ¥ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. Kesekretariatan
kerja perangkat daerah
yang ada
Pzgnsf:;alr::{:é(:ﬁtas Jumlah Laporan peningkatan
7.01.02.2.02.03 peiay pac efektifitas pelayanan kepada 1 laporan 1 laporan 100% 100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan
masyarakat di wilayah a
masyarakat di wilayah kecamatan
Kecamatan
g:ﬁi:nmﬁnasrz;m Persentase Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 o yang Pemerintahan Kecamatan dan 100% 100% - - - - 100% 100%
Dilimpahkan Kepada .
Pelayanan Publik
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan van Jumlah laporan pelaksanaan
7.01.02.2.04.03 . yang . kewenangan lain yang 1 laporan 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan
terkait kewenangan lain o
e dilimpahkan
yang dilimpahkan
Program Pemberdayaan | Persentase Peningkatan
07.01.03 Masyarakat Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kelurahan Nagari
Koordinasi Kegiatan Persentase Peningkatan
7.01.03.2.01 S Pemberdayaan Masayarakat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberdayaan Desa .
Nagari
;emintglila?r;nfgef;ﬁtasn Jumlah laporan Peningkatan
7.01.03.2.01.03 cglatan remberaayaa Efektifitas kegiatan pemberdayaan 1 laporan 1 laporan 100% 100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan
Masyarakat di Wilayah .
Kecamatan masyarakat di wilayah Kecamatan




Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Jumlah  Lembaga
For }r,n M vah Kemasyarakatan  yang 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga
7.01.03.2.02.01 PZrlelncan:;iawa & Berpartisipasi dalam  Forum Kemasyaraka | Kemasyarakat 100% 100% 100% 100% Kemasyarak | Kemasyarak
. Musyawarah tan an atan atan
Pembangunan di .
Perencanaan Pembangunan di Desa
Kelurahan
program koordinasi Persentase Peningkatan
07.01.04 ketentraman dan Lingkungan yang Aman dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ketertiban umum Kondusif
ggzrgl:aﬁ Err;ga Persentase Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 yeenzs Ketenteraman dan Ketertiban 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketenteraman dan Umum
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas
Kepolisian Negara dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.02 Republik Indonesia, Indonesia, Tentara Nasional 1 laporan 1 laporan 100% 100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan
o Tentara Nasioanal Indonesia dan Instansi Vertikal apora apora v 7 ? ? apora apora
Indonesia dan Instansi di
Vertikal di Wilayah Kec. | Wilayah Kecamatan
program pembinaan dan . .
07.01.06 pengawasan Persentase Nagari Tertib 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Administrasi dan Keuangan
pemerintahan desa
fasilitasi re.korr.lendam Persentase Fasilitasi, Rekomendasi
dan koordinasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 pembinaan dan . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembinaan dan Pengawasan
pengawasan .
- Pemerintahan Desa
pemerintahan desa
fasilitasi administrasi tata Jumlah Dokumen yang difasilitasi
7.01.06.2.01 dalam rangka Administrasi Tata 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen

pemerintahan desa

Pemerintahan Desa




program penunjang

Persentase ketercapaian penunjang

7.01.01 urusan pemerintahan urusan pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah kabupaten/ kota P
Perencanaan,
7.01.01.2.01 Penganggaran, dan Persentase Pemenuhan Layanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Evaluasi Kinerja Kesckretariatan
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.06 Laporan Capaian Kinerja | dan Laporan Hasil Koordinasi 5 Laporan 5 Laporan 100% 100% 100% 100% 5Laporan | 5 Laporan
dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan | Persentase Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 1 Tahun 1Tahun | 1Tahun | 1Tahun | 1Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Perangkat Daerah yang terpenuhi
Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang menerima Gaji o o o o
7.01.01.2.02.01 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 15 orang 15 orang 100% 100% 100% 100% 15 orang 15 orang
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan Layanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah Kesekretariatan
fgﬁﬁiﬁ;ﬁ :;S:;lponen Jumlah Paket Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 Listrik/ Penerangan Banguan 2 Paket 6 Paket 100% 100% 100% 100% 2 Paket 2 Paket

Penerangan Bangunan
Kantor

Kantor yang Disediakan




Penyediaan Bahan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

7.01.01.2.06.04 Logistik Kantor vang Disediakan 4 Paket 6 Paket 100% 100% 100% 100% 4 Paket 4 Paket
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan
7.01.01.2.06.05 Cetakan dan Peneeandaan van gDise diakan 4 Paket 4 Paket 100% 100% 100% 100% 4 Paket 4 Paket
Penggandaan 32 yang
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
7.01.01.2.06.09 Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 laporan 1 laporan 100% 100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan
Konsultasi SKPD SKPD
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
7.01.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Dacrah Dacrah yang tersedia
7.01.01.2.08.01 ii:i’;fﬁi‘:“ Jasa Surat J;T;f&ﬁifg Penyediaan Jasa 1 laporan 1 laporan 100% 100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
7.01.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 laporan 1 laporan 100% 100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan
Persentase Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 xﬂxgﬁzﬁgﬂnm gzﬁﬁfmemmh” Darah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah PemerintahKecamatan dan
Pelayanan Publik

10




Penyediaan Jasa
Pemeliaharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang

. . o o o 5 . .
7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan | Dipelihara dan dibayarkan Pajak 5 unit 5 unit 100% 100% 100% 100% 5 unit 5 unit
Dinas Operasional atau dan Perizinannya
Lapangan
P lih. Peral lah Peral i
7.01.01.2.09.02 emeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan mesin 11 Unit 11 Unit 100% 100% 100% 100% 11 Unit 11 Unit

dan Mesin Lainnya

lainnya yang dipelihara
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Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun
2025)

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Danau Kembar
pada tahun 2025 yakni terdiri dari 6 program.

Berdasarkan evaluasi Laporan Realisasi Keuangan sampai
dengan Triwulan IV 31 Desember Tahun 2025 realisasi anggaran
Kecamatan Danau Kembar adalah Rp. 1.382.062.611,- atau
sebesar 85,21%.

Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 60.095.204,- Pada
kegiatan ini dengan target kinerja berupa Persentase pemenuhan
Layanan Kesekretariatan dengan target 100 % yaitu dokumen
perencanaan diantaranya Dokumen RKA, DPA, dokumen Renja
Perangkat Daerah. Serta dokumen LKjIP Dengan realisasi capaian
100 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah
Anggaran sebesar Rp.1.192.099.345,- dengan Indikator
Keluaran Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1
Tahun dengan target realisasi sebesar 97,13%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran
sebesar Rp.108.667.972,- dengan Indikator Keluaran
Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan selama 1 tahun dengan target realisasi
sebesar 100%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Anggaran Sebesar Rp.
45.652.270 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah
Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatanselama 1
tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Anggaran berupa dana sebesar
Rp.15.582.2448,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan
adalah Indek Kepuasan Masyarakat selama 1 tahun dengan
target realisasi sebesar 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Anggaran sebesar Rp. 98.341.069,50,-

dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase
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Palayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Palayanan
Publik selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Anggaran sebesar Rp.128.616.224,- dengan Indikator
Keluaran Kegiatan adalah Persentase Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat di Nagari selama 1 Tahun
dengan target realisasi sebesar 100%

C. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Kegiatan Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Anggaran sebesar Rp.3.300.000,-
dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase
Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondisif selama
1tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa Anggaran sebesar
Rp.5.400.000,- Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase
Nagari Tertib Administrasi dan Keuangan selama 1 Tahun
dengan target realisasi sebesar 100%

Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Renstra 2025-
2029. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Kecamatan
Danau Kembar Kabuapeten Mamuju sampai dengan tahun 2025 adalah
sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan
Layanan Ksekretariatan selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar
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100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2025 adalah 100%
dan Sampai dengan tahun 2025, capaian Renstra kegiatan
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DaerahIndikator
Keluaran Kegiatan adalah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target
pada akhir Renstra tahun 2025 adalah 100% dan Sampai dengan
tahun 2025, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran sebesar 100%.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat dengan Indikator
Keluaran Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan selama 1 tahun dengantarget realisasi sebesar
100%, dengan target pada akhir Renstra tahun 2025 adalah 100%
dan Sampai dengan tahun 2025, capaian Renstra kegiatan
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Keluaran Kegiatan adalah Indek Kepuasan Masyarakat
selama 1 tahundengan target realisasi sebesar 100% dengan target
pada akhir Renstra tahun 2025 adalah 100% dan Sampai dengan
tahun 2025, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran sebesar 100%.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah
Persentase Palayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan
Palayanan Publik selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar
100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2025 adalah 100%
dan Sampai dengan tahun 2025, capaian Renstra kegiatan
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat di Nagari selama 1 Tahun dengan
target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra
tahun 2025 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2025,
capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran sebesar 100%.
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C.

D.

2.2,

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan
Daerah dan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase
Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondisif selama 1
tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada
akhir Renstra tahun 2025 adalah 100% dan Sampai dengan
tahun 2025, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran sebesar 100%.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Indikator Keluaran Kegiatan adalah
Persentase Nagari Tertib Administrasi dan Keuangan selama 1
Tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target
pada akhir Renstra tahun 2025 adalah 100% dan Sampai
dengan tahun 2025, capaian Renstra kegiatan peningkatan
pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kantor Camat Danau Kembar merupakan Perangkat Daerah
Kabupaten Solok yang menjalankan tugas pemerintahan dalam upaya
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Camat sebagai Perangkat
Daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat
Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk
mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu
adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural,
menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya,
mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah
sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam
kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi
utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga
melakukan tugas- tugas pembinaan wilayah. Analisis Kinerja Pelayanan
di Kantor Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada Tabel Tc. 30

Laporan Renja ini.
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TABEL TC.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERAGKAT DAERAH
KECAMATAN DANAU KEMBAR

ISASI CAPAI PROYEKSI
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REAL AN CATATAN
ANALISIS
SPM/STAND
INDIKATOR AR IKK
NASIONAL TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

3,45 3,51 3,55 3,60 L L L L
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Nilai Nilai Indek 3,55 Nilai | 3,62 Nilai | 3,65 Nilai | 3,65 Nilai
Cakupan Desa yang melaksanakan 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100% 100%
Siskeudes dengan Kategori Optimal
Cakupan Penanggulangan Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja B B BB BB B B B BB
Persentase Penyerapan Anggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Inovasi Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan

Menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat dan
pemerintahan, Kantor Camat Danau Kembar perlu menunjukkan
keberadaannya dengan paradigma baru sebagai katalisator perubahan
yang berpijak pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Untuk merealisasikan paradigma baru tersebut, dibutuhkan
integritas yang tinggi dari setiap pribadi kepada seluruh komponen
sumber daya aparatur Kantor Camat Danau Kembar.

Paradigma baru tersebut merupakan redefinisi fungsi
Pemerintahan Kecamatan yang lebih professional dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan untuk mengelola
sumber daya daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Kecamatan
wajib mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun
2021-2026.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka ada arah kebijakan
yang harus dikerjakan oleh Kecamatan, yaitu :

1.  Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien;

2. Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat dan murah
kepadaMasyarakat;

3.  Peningkatan pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur
sarana prasarana.

4. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat

5.  Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Berpedoman pada Tupoksi Kecamatan Danau Kembar yang
dihubungkan dengan isu strategis, maka ada beberapa hal yang menjadi
perhatian penting, diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi
kependudukan dan perizinan;

2.  Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di
nagari;

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
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24.

4. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah
danPeraturan Undang-Undangan lainnya.

5.  Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat
danbudaya, generasi muda dan olah raga.

6. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih lemah di
kecamatan.

Kekurangan dan hambatan yang ditemukan di lapangan,
mengakibatkan terhambatnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok
sehingga berimbas pada ketidak optimalan pencapaian tujuan organisasi
dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut diatas, Kecamatan Danau Kembar
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok dengan memperhatikan
kondisi wilayah dan Sumber Daya Aparatur yang ada, memiliki peluang
untuk lebih

meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pelayanan masyarakat melalui perumusan isu strategis di Kecamatan

Danau Kembar, yaitu :

1. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan
mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan
keadilan melalui koordinasi yang baik.

2.  Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam
kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan.
Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah.

4. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis
pelayananminimal sesuai SPM.

5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan
pemerintahan.

6. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa
pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan
ketentraman dan keharmonisan hidup.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tinjauan ulang terhadap rancangan awal Perangkat Daerah
sangat penting untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk review terhadap
rancangan awal kerja Kantor Camat Danau Kembar dapat dilihat pada
TC. 31 Rancangan Awal Rencana Kerja ini.
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Nama Perangkat Daerah

TABEL TC. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2027
PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN SOLOK

: KECAMATAN DANAU KEMBAR

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan Catatan
Penting
Program dan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Program dan Lokasi | Indikator kinerja Target Kebutuhan dana
kegiatan capaian kegiatan capaian
Program Kec. Persentase Peningkatan 100% 193.172.000 | Program Kec. Persentase 100% 248.467.224,37
Pemberdayaan Danau Pemberdayaan Pemberdayaan Danau | Peningkatan
Masyarakat Desa | Kembar | Masyarakat di Nagari Masyarakat Kemba | Pemberdayaan
Dan Kelurahan Desa Dan r Masayarakat di Nagari
Kelurahan
Koordinasi Kec. Persentase Peningkatan | 100% 193.172.000 | Koordinasi Kec. Persentase 100% 203.350.100
Kegiatan Danau Pemberdayaan Kegiatan Danau | Peningkatan
Pemberdayaan Kembar | Masayarakat di Nagari Pemberdayaan Kemba | Pemberdayaan
Desa Desa T Masayarakat di Nagari
Peningkatan Kec. Jumlah  Lembaga 5 Lembaga 7.477.000 | Peningkatan Kec. Jumlah Usulan 5 Lembaga
Partisipasi Danau Kemasyarakatan Kemasyarak Partisipasi Danau | Kegiatan Musrenbang Kemasyarak 8.740.000
Masyarakat Kembar | yang Berpartisipasi atan Masyarakat Kemba | yang tertampung atan
dalam Forum dalam  Forum dalam Forum r dalam RKPD
Musyawarah Musyawarah Musyawarah
Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di Desa Pembangunan di
Kelurahan Kelurahan
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Peningkatan Kec. Jumlah laporan 185.695.000 | Peningkatan Kec. Jumlah laporan 3 laporan

Efektifitas Danau Peningkatan Efektifitas Efektifitas Danau | Peningkatan Efektifitas 194.810.100
Kegiatan Kembar | kegiatan pemberdayaan Kegiatan Kemba | kegiatan

Pemberdayaan masyarakat di wilayah 3 laporan Pemberdayaan r pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan Masyarakat di masyarakat di wilayah

Wilayah Wilayah Kecamatan

Kecamatan Kecamatan

Program Kec. Persentase Peningkatan 2.875.000 | Program Kec. Persentase 100%

Koordinasi Danau | Lingkungan yang Aman Koordinasi Danau | Peningkatan 5.430.000
Ketentraman Kembar | dan Kondusif 100% Ketentraman Kemba | Lingkungan yang

Dan Ketertiban Dan Ketertiban r Aman dan Kondusif

Umum Umum

Koordinasi Kec. Persentase Upaya 2.875.000 | Koordinasi Kec. Indeks Kepuasan 100% 5.430.000
Upaya Danau Penyelenggaraan Upaya Danau | Masyarakat (IKM)

Penyelenggaraan | Kembar | Ketenteraman dan 100% Penyelenggaraan | Kemba

Ketenteraman Ketertiban Umum Ketenteraman r

dan Ketertiban dan Ketertiban

Umum Umum

Sinergitas Kec. Jumlah Laporan Hasil 2.875.000 | Sinergitas Kec. Jumlah laporan hasil 1 laporan

dengan Danau Sinergitas dengan dengan Danau | Sinergitas dengan 5.430.000
Kepolisian Kembar | Kepolisian Negara Kepolisian Kemba | Kepolisian Negara RI,

Negara Republik Republik Indonesia, Negara Republik | r TNI dan Instansi

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Vertikal di Wilyah

Tentara Indonesia dan 1 laporan Tentara Kecamatn

Nasioanal Instansi Vertikal di Nasioanal

Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan

Wilayah Kecamatan

Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan

20




Program Kec. Persentase Nagari Tertib 8.474.000 | Program Kec. Persentase Nagari 100%
Pembinaan Dan | Danau | Administrasi dan Pembinaan Dan | Danau | Tertib Administrasi 7.525.000
Pengawasan Kembar | Keuangan 100% Pengawasan Kemba | dan Keuangan
Pemerintahan Pemerintahan r
Desa Desa
Fasilitasi Kec. Persentase Fasilitasi, 8.474.000 | Fasilitasi Kec. Indeks Kepuasan 100%
Rekomendasi Danau Rekomendasi dan Rekomendasi Danau | Masyarakat (IKM) 7.525.000
dan Koordinasi Kembar | Koordinasi dan Koordinasi Kemba
Pembinaan dan Pembinaan dan 100% Pembinaan dan r
Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintahan Desa Pemerintahan
Desa Desa
Fasilitasi Kec. Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Kec. Jumlah Dokumen yang | 2 Dokumen
Administrasi Danau difasilitasi dalam 7.574.000 | Administrasi Danau | difasilitasi dalam 4.800.000
Tata Kembar | rangka Administrasi 2 Dokumen Tata Kemba | rangka Administrasi
Pemerintahan Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan r Tata Pemerintahan
Desa Desa Desa
Koordinasi Kec. Jumlah Dokumen yang 900.000 | Koordinasi Kec. Jumlah laporan hasil 2 Laporan
Pendampingan Danau difasilitasi dalam 2 Laporan Pendampingan Danau | koordinasi 2.275.000
Desa di Kembar | rangka Administrasi Desa di Kemba | pendampingan desa di
Wilayahnya Tata Pemerintahan Desa Wilayahnya r wilayhnya
Program Kec. Persentase ketercapaian 1.669.957.446,50 | Program Persentase 100% 2.046.153.984
Penunjang Danau penunjang urusan Penunjang ketercapaian
Urusan Kembar | pemerintah Urusan penunjang urusan
- 100% - .
Pemerintahan Pemerintahan pemerintah
Daerah Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
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Perencanaan, Kec. Persentase Pemenuhan 53.304.068 | Perencanaan, Persentase Pemenuhan 100% 21.562.200
Penganggaran, Danau Layanan Penganggaran, Layanan
dan Evaluasi Kembar | Kesekretariatan 100% dan Evaluasi Kesekretariatan
Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Koordinasi Kec. Jumlah Laporan Koordinasi Persentase Laporan 5 Laporan
Penyusunan Danau Capaian Kinerja dan 53.304.068 | Penyusunan Capaian Kinerja dan 21.562.200
Laporan Capaian | Kembar | Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Kinerja SKPD dan Kinerja dan Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil 5 Laporan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil
Kinerja Koordinasi Penyusunan Kinerja SKPD Koordinasi
Perangkat Laporan Capaian Penyusunan Laporan
Daerah Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Kec. Persentase Gaji dan 1.341.612.771,63 | Administrasi Kec. Terpenuhinya Gaji dan 100% 1.658.461.892
Keuangan Danau Tunjangan yang 100% Keuangan Danau | Tunjangan ASN
Perangkat Kembar | terpenuhi Perangkat Kemba
Daerah Daerah r
Penyediaan Gaji | Kec. Jumlah orang yang Penyediaan Gaji | Kec. Jumlah orang yang 14
dan Tunjangan Danau menerima Gaji dan 1.341.812.771,63 | dan Tunjangan Danau | menerima Gaji dan orang/bula 1.658.461.892
ASN Kembar | Tunjangan ASN 14 ASN Kemba | Tunjangan ASN n
orang/bula r
n
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Administrasi Kec. Persentase Pemenuhan 91.844.556,37 | Administrasi Kec. Persentase Pemenuhan 100% 188.546.600
Umum Danau Layanan Umum Danau | Layanan
Perangkat Kembar | Kesekretariatan Perangkat Kemba | Kesekretariatan
Daerah 100% Daerah r
Penyediaan Kec. Jumlah Paket Komponen 2.625.667 | Penyediaan Kec. Jumlah Paket 1 Paket
Komponen Danau Instalasi Listrik/ Komponen Danau | Komponen Instalasi 3.520.400
Instalasi Listrik/ | Kembar | Penerangan Banguan 1 Paket Instalasi Listrik/ | Kemba | Listrik/ Penerangan
Penerangan Kantor yang Disediakan Penerangan r Banguan Kantor yang
Bangunan Bangunan Disediakan
Kantor Kantor
Penyediaan Kec. Jumlah Paket Bahan 19.129.966 | Penyediaan Kec. Jumlah Paket Bahan 4 Paket
Bahan Logistik Danau Logistik Kantor yang 4 Paket Bahan Logistik Danau | Logistik Kantor yang 34.759.550
Kantor Kembar | Disediakan Kantor Kemba | Disediakan
r
Penyediaan Kec. Jumlah Paket Barang 5.624.550 | Penyediaan Kec. Jumlah Paket Barang 4 Paket
Barang Cetakan | Danau Cetakan dan 4 Paket Barang Cetakan | Danau | Cetakan dan 10.724.650
dan Kembar | Penggandaan yang dan Kemba | Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan Penggandaan r Disediakan
Penyelenggaraan | Kec. Jumlah Laporan 64.464.373,37 | Penyelenggaraan | Kec. Jumlah Laporan 4 laporan
Rapat Koordinasi | Danau Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi | Danau | Penyelenggaraan 139.542.000
dan Konsultasi Kembar | Koordinasi dan 4 laporan dan Konsultasi Kemba | Rapat Koordinasi dan
Perangkat Konsultasi SKPD SKPD r Konsultasi SKPD
Daerah
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Pengadaan Kec. Tersedianya Kendaraan 25.572.520 | Pengadaan Kec. Tersedianya 1 Tahun 54.099.100
Barang Milik Danau | Dinas untuk Barang Milik Danau | Kendaraan Dinas
Daerah Kembar | operasional kantor Daerah Kemba | untuk operasional
Penunjang 1 Tahun Penunjang r kantor
Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Pengadaan Kec. Jumlah Unit Kendaraan 5.000.000 | Pengadaan Kec. Jumlah Unit 33.000.000
Kendaraan Danau Dinas Operasional atau Kendaraan Danau | Kendaraan Dinas
Dinas Kembar | Lapangan yang di 1 Unit Dinas Kemba | Operasional atau 1 Unit
Operasional dan sediakan Operasional dan | r Lapangan yang di
lapangan lapangan sediakan
Pengadaan Kec. Jumlah Paket Mebel 5.000.000 | Pengadaan Kec. Jumlah Paket Mebel 25.000.000
Mebel Danau yang disediakan Mebel Danau | yang disediakan
Kembar 1 Unit Kemba 1 Unit
r
Pengadaan Kec. Jumlah Unit Perlatan 13.639.000 | Pengadaan Kec. Jumlah Uniti Perlatan 10 Unit 54.099.100
Peraalatan dan Danau dan Mesin lainnya yang Peraalatan dan Danau | dan Mesin lainnya
Mesin Lainnya Kembar | disediakan 10 Unit Mesin Lainnya Kemba | yang disediakan
r
Penyediaan Jasa | Kec. Persentase Penyediaan 14.659.540 | Penyediaan Jasa | Kec. Indeks Kepuasan 100% 14.893.592
Penunjang Danau | Jasa Penunjang Urusan Penunjang Danau | Masyarakat (IKM)
Urusan Kembar | Pemerintahan 100% Urusan Kemba
Pemerintahan Daerah yang tersedia Pemerintahan T
Daerah Daerah
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Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Laporan 1.000.000 | Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Laporan 1 laporan
Surat Menyurat Danau Penyediaan Jasa Surat Surat Menyurat Danau | Penyediaan Jasa Surat 1.000.000
1 laporan
Kembar | Menyurat Kemba | Menyurat
r
Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Laporan 13.531.600 | Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Laporan 1 laporan
Komunikasi, Danau Penyediaan Jasa Komunikasi, Danau | Penyediaan Jasa 13.893.592
Sumber Daya Air | Kembar | Komunikasi, Sumber Sumber Daya Kemba | Komunikasi, Sumber
dan Listrik Daya Air dan Listrik 1 laporan Air dan Listrik r Daya Air dan Listrik
yang Disediakan yang Disediakan
Pemeliharaan Kec. Persentase 65.148.000 | Pemeliharaan Kec. Persentase Pelayanan 100% 108.590.600
Barang Milik Danau | Pemeliharaan Barang Barang Milik X Umum
Daerah Kembar | Milik Dacrah Daerah Koto PemerintahKecamatan
Penunjang Penunjang 100% Penunjang Sungai | dan Pelayanan Publik
Urusan Urusan Pemerintahan Urusan Lasi
Pemerintahan Daerah yang terpenuhi Pemerintahan
Daerah PemerintahKecamatan Daerah
dan Pelayanan Publik
Penyediaan Jasa Kec. Jumlah Kendaraan 5 unit 61.935.000 | Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Alat Angkutan 5 unit
Pemeliaharaan, Danau Dinas Operasional atau Pemeliaharaan, Danau | Darat Tak Bermotor 94.882.100
Biaya Kembar | Lapangan yang Biaya Kemba | yang Dipelihara dan
Pemeliharaan, Dipelihara dan Pemeliharaan, r Dibayarkan Pajak
dan Pajak dan dibayarkan Pajak dan dan Pajak dan Perizinanannya
Perizinan Perizinannya Perizinan
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan

25




Pemeliharaan Kec. Jumlah Mebel yang di 1 Unit 1.000.000 | Pemeliharaan Kec. Jumlah Mebel yang di 10 35.000.000
Mebel Danau pelihara Mebel Danau | pelihara
Kembar Kemba
r
Pemeliharaan Kec. Jumlah Peralatan dan 8.970.000 | Pemeliharaan Kec. Jumlah Peralatan dan 11 Unit
Peralatan dan Danau mesin lainnya yang 11 Unit Peralatan dan Danau | mesin lainnya yang 8.970.000
Mesin Lainnya Kembar | dipelihara Mesin Lainnya Kemba | dipelihara
r
Pemelihataan/ Kec. Jumlah Sarana dan 5.471.406 | Pemelihataan/ Kec. Jumlah Sarana dan 1 unit 4.738.500
Rehabilitasi Danau Prasarana Gedung Rehabilitasi Danau | Prasarana Gedung
sarana dan Kembar | Kantor atau Bangunan sarana dan Kemba | Kantor atau Bangunan
Prasarana Lainnya yang 1 unit Prasarana r Lainnya yang
Gedung Kantor dipelihara/ Gedung Kantor dipelihara/
atau Bangunan Direhabilitasi atau Bangunan Direhabilitasi
Lainnya Lainnya
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2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan
partisipatoris, maka renja Kecamatan Danau Kembar memperhatikan
usulan-usulan dari para stake holder baik dari kelompok masyarakat,
LSM dan dari Musrenbang Nagari. Namu demikian, dengan
mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan yang berpatokan pada
pagu anggaran yang tersedia, maka yang dilakukan Kecamatan Danau
Kembar terhadap usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang
Nagari yang memenuhi kriteria :
a. Bersifat meningkatkan perekonomian;

b. Menunjang perkembangan pendidikan;
c. Berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat;
d. Efektif dan efisien.

2. Mencocokkan dengan usulan sejenis yang belum tertampung pada
Musrenbang tahun lalu.

3.  Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat
forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan
Perangkat Daerah yang menangani.
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3.1

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala
yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat
sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan
misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang
telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan
good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan
yang digariskan dalam penyelenggaraan

fungsi Kecamatan Danau Kembar dalam kurun waktu tahun

2026 sampai dengan tahun 2030 adalah sebagai berikut :

1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam
rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan
masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan nagari serta melaksanakan pelayanan masyarakat
yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan nagari;

2) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Solok, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Solok, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten telah
mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera
Barat.

Berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam kurun
periode 2026-2030, adalah:

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN

SEJAHTERA’
Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan

kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan
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dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran
Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik di lingkup regional, nasional, maupun
global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut

Tabel 3.1
Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah
Vis Penjelasan
i Visi
TERWUJUDNYA ¢ Pemerintahan Yang Melayani®,
PEMERINTAHAN dimaksudkan Penyelenggaraan
YANG MELAYANI . .
MENUJU pemerintahan yang dilakukan oleh
MASYARAKAT organ-organ pemerintahan dalam
MADANI NAN menjalankan amanah sesuai dengan
SEJAHTERA aturan, memberikan kemudahan,
kepastian dan berintegritas dalam
melayani.
e “Masyarakat madani“, dimaksudkan

Pemerintah Daerah ingin mewujudkan
atau membangun masyarakat yang
beradab dalam membangun, menjalani,
memaknai kehidupannya, taat akan
agama, memiliki  integritas serta
menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan sesuai dengan filosofi ;
Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi
Kitabullah.

o “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat
yang terbebas dari jeratan kemiskinan,
kebodohan dan rasa takut sehingga
memperoleh kehidupan yang aman dan
tentram.
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Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam
mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam
pencapaian visi. Adapun misi yang akan dilaksanakanadalah ;

Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban
atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota
organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam
mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten
Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi
pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam
Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik
dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan
berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat
tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan
layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah
Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang
tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya
pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan
perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan
penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur
jaringan, keamanan dan pengelolaan data.
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2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing Global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan
keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat
menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki
kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan.
SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa
SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan
terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan
kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan terutama
dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi,
ilmu pengetahuan dan keterampilan juga sangat cepat menuntut
sumber daya manusia Kabupaten Solok mampu bersaing dan cepat
menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kreativitas dan
inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun
sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia
emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus
disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya
kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun
networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki
oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, di kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka
memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa norma agama juga
mempunyai peran yang sangat penting. Norma agama merupakan
sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup
ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah”
langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dapat kita
katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar
manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia
hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka
terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat
seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan
kemanusiaan. Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk
tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem
kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan
basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
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3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan
Budaya

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran
pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui
peningkatan peran Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin
yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan
budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara’, Syara’
Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini.
Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang
harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah
norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang
sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan, baik
sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan. Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa
pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata
masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Partisipasi
tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan
kebutuhan melalui musyawarah-musyawarah dalam proses
perencanaan pembangunan, memberikan usulan, saran, dan
informasi, memantau dan mengevaluasi proses Pembangunan, serta
menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan.

4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya
Nagari

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di
Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah
sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya
diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan
lapangan kerja serta wupaya pengurangan kemiskinan dan
pemerataan pendapatan.

32




3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Stategis merupakan implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)
hingga S ( lima ) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana
Strategis, maka Kecamatan Danau Kembar dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi
pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang akan dicapai dalam
mencapai misi pembangunan Kecamatan Danau Kembar
Kabupaten Solok adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik”.

3.1.2 Sasaran
Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam
sebuah sasaran penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Danau Kembar dalam
jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan
yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Kecamatan Danau
Kembar adalah sebagai berikut ;

Tabel 3. 2 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran

MISI MEWUJUDKAN SMART GOVERNMENT DAN
BERINTEGRITAS DALAM MELAYANI

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik

Meningkatnya
kualitas pelayanan
pada Masyarakat
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

33



3.2 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program -
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah
salah salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dansasaran yang
akan di capai serta selanjutnya akan diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting
untuk mengarahkan rumusan yang akan dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan
merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai
dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah di
paparkan selanjutnya disusun staregi dan arah kebijakan yang
selengkapnya dapat dilihat pada tabel ;

Tabel 3. 3
Strategi dan Arah Kebijakan

N Sasaran Strategi Arah Kebijakan
o
1. | Meningkatny | Meningkatkan - Meningkatkan pelayanan
a kualitas Indeks kepuasan yang cepat dan tepat
pelayanan masyarakat sesuai standar pelayanan
pada terhadap berbasis digitalisasi;
masyarakat | pelayanan
kecamatan - Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses
musyawarah
Perencanaan
pembangunan
Kecamatan;
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Meningkatny | Meningkatkan - Meningkatkan

a efektifitas dan management ASN dalam
Akuntabilitas | kualitas kinerja penyelenggaraan

Kinerja pemerintah pemerintah daerah
Perangkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi
Daerah lintas sectoral secara

komprehensif
- Memafaatkan akses
teknologi informasi dan

digiltaliusasi

3.3 SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan program sebagai alat ukur keberhasilan

Kecamatan Danau Kembar dalam mencapai tujuan dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 4

Sasaran dan Program

No Sasaran Program
Strategis
1. | Meningkatnya 1. Program penyelenggaraan
kualitas pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik
pada masyarakat 2. Program pemberdayaan masyarakat
desa dan kelurahan
3. Program koordinasi ketentraman
dan ketertiban umum
4. Program pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa
2. | Meningkatnya Program penunjang urusan
Akuntabilitas pemerintahan daerah

Kinerja Perangkat

Daerah

kabupaten/kota
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PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN SOLOK

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Danau Kembar

TABEL TC. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028

Urusan / Bidang Urusan

Rencana Tahun 2027

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan ' Target Kebutuhan dana/ | Sumber | Penting Target Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi i"’.‘pa".”‘“ Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
inerja Kinerja
(1) 2 (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7.01.02.2.01

Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Persentase
Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Kecamatan
Danau
Kembar

100%

143.364.232

APBD

100%

192.125.155
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Urusan / Bidang Urusan Rencana Tahun 2027 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan Lokasi (;I'arglet Kebutuhan dana/ | Sumber | Penting C;l'élrg.m Kebutuhan Dana/
Kegiatan okasi apaian - apaian M
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
(1) ) 3) 4 © (6) ) (8) (9) (10)
Peningkatan Efektifitas Jumlgh D°"”"?e" Peningkatan Kecamatan
7.01.02.2.01.000 Kegiatan Pemerintahan di Efekiifitas Kegiatan Danau 5 Dokumen APBD 5 Dokumen
2 Ting kat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kembar 143.364.232 192.125.155
9 Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Persentase Pelaksanaan Kecamatan
7.01.02.2.04 Pemerintahan yang Urusan Pemerintahan yang Danau 100% APBD 100%
Dilimpahkan Kepada Camat Dilimpahkan Kepada Camat Kembar 1.500.000 4.268.000
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kecamatan
7.01.02.2.04.000 | Pemerintahan yang terkait .
. Kewenangan Lain yang Danau 1 Laporan APBD 1 Laporan
3 gﬁir:ﬁsghkki\:]venanganlam yang Dilimpahkan Kembar 1.500.000 4.268.000
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Urusan / Bidang Urusan Rencana Tahun 2027 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan Target Kebutuhan dana/ | Sumber | Penting Target Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Capaian oo Capaian S
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
(1) ) 3) 4 © (6) ) (8) (9) (10)
Koordinasi Kegiatan Persentase Koordinasi Kecamatan
7.01.03.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Danau 100% APBD 100%
Pemberdayaan Desa Desa Kembar 181.320.000 139.411.418
Peningkatan Partisipasi i%rmgz :?2;(2?;? an Kecamatan & 6
7.01.03.2.01.000 | Masyarakat dalam Forum Berpa rt)ilsipasi dalgm I%orum Danau Lembaga APBD Lembaga
1 Musyawarah Per.encanaan Musyawarah Perencanaan Kembar Kemasyarakata | 10.900.000 Kemasyarakata | 10.021.000
Pembangunan di Desa ’ n n
Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Kecamatan
7.01.03.2.01.000 | Kegiatan Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan
3 Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan Masyarakat di Danau 3 Laporan 170.420.000 APBD 3 Laporan 129.390.418
- Kembar
Kecamatan Wilayah Kecamatan
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Urusan / Bidang Urusan Rencana Tahun 2027 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan Lokasi (;I'arg.et Kebutuhan dana/ | Sumber | Penting C;l'élrg.m Kebutuhan Dana/
Kegiatan okasi apaian A apaian oo
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2 3) 4 © (6) ) (8) (9) (10)
7.01.04.2.01 ggs;g:gﬁ;;gf:g”a E;;Sy?lgaesfygﬁggggg;naﬂ EZﬁZT atan 100% APBD 100%
e Ketentraman dan ketertiban Ketentraman dan ketertiban Kembar 0 3.000.000 0 3.300.000
Umum Umum
Sinergitas dengan Kepolisin éti]rrg?ri]tla_:zzrnanaﬂ?(se" olisian
7.01.04.2.01.000 | 'Vegara Republik Indonesia Nega?a Repub?ik Indongsia Kecamatan
1 Tentara} naspnallpdopesm dan Tentara Nasional Indonesia Danau 2 Laporan 3.000.000 APBD 2 Laporan 3.300.000
Instansi Vertikal di Wilayah ) - . Kembar
Kecamatan dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
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Urusan / Bidang Urusan Rencana Tahun 2027 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan Lokasi C;I'arglet Kebutuhan dana/ | Sumber | Penting C;l'élrg.m Kebutuhan Dana/
Kegiatan okasi apaian Lo apaian Ll
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
(1) ) 3) 4 © (6) @) (8) (9) (10)
Fasilitasi, Rekomendasi dan ;ZIr(soeggsdeagiajgnFasn|ta3|, Kecamatan
7.01.06.2.01. Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Danau 100% APBD 100%
Penga\_/vasan Pengawasan Kembar 12.400.000 20.350.000
Pemerintahahan Desa Pemerintahahan Desa
Jumlah Dokumen yang
I . . e Kecamatan
Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka
7.01.06.2.01.002 Pemerintahan Desa Administrasi Tata Danau 2 Dokumen 8.260.000 APBD 2 Dokumen 9.350.000
A Kembar
Pemerintahan Desa
N . Jumlah Laporan Hasil Kecamatan
7.01.06.2.01.001 | Koordinasi Pendampingan L )
7 Desa di Wilayahnya Koordlqa5|_ Pendampingan Danau 1 Laporan 4.140.000 APBD 1 Laporan 11.000.000
Desa di Wilayahnya Kembar
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Urusan / Bidang Urusan

Rencana Tahun 2027

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan ) Target Kebutuhan dana/ Sumber | Penting Target Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) &) 3 4 ®) (6) ) ®) ©) (10)
Perencanaan Penganggaran, | Persentase Capaian Kinerja Kecamatan
S ] DR 0 0
7.01.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja dan lktisar Realisasi Kinerja Danau 100% 11.320.000 APBD 100% 10.802.000
Perangkat Daerah SKPD Kembar
7.01.01.2.01.000 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kecamatan
e Perencanaan Perangkat perencananaan perangkat Danau 7 Dokumen APBD 7 Dokumen
1 6.320.000 7.502.000
Daerah Daerah Kembar
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar Realisasi
7.01.01.2.01.000 Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan laporan Kecamatan
6. e Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan Danau 2 Laporan 5.000.000 APBD 2 Laporan 3.300.000
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Kembar AR U
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
- . - . Kecamatan
Administrasi Keuangan Persentase Administrasi o o
7.01.02.2.02 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Egrr]rﬁ;jar 100% 1.222.277.486 APBD 100% 1.344.504.856
. " . Kecamatan
7.01.02.2.02.000 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima
1 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN panad 14 orang/Bulan | 4 516 177 486 APBD 14 orang/Bulan | | 339 gg4 856
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Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program/

Rencana Tahun 2027

Catatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan ) Target Kebutuhan dana/ Sumber | Penting Target Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1) @ (3 4 (5) (6) (M (8 9) (10)
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/Semesteran SKPD Kecamatan
7.01.02.2.02.000 | Laporan Keungan dan Laporan Koordinasi Danau 18 Laporan APBD 18 Laporan
7 Bulanan/Triwulanan/Semester | Penyusunan Laporan P 4.200.000 P 4.620.000
Kembar
an SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD
Administrasi Barang Milik Persentase Administrasi Kecamatan
ili 0, 0,
7.01.01.2.03 Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada Danau 100% 1.800.000 APBD 100% 1.980.000
Daerah Perangkat Daerah Kembar
S Jumlah Laporan Rekonsiliasi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Kecamatan
7.01.01.2.03.000 Laporan Barang Milik Daerah dan Penyl_J_sunan Laporan Danau 12 Laporan APBD 12 Laporan
5 Barang Milik Daerah pada 1.800.000 1.980.000
pada SKPD Kembar
SKPD
- . - . Kecamatan
Administrasi Umum Persentase Administrasi o o
7.01.01.2.06 Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Egrr]rﬁ;jar 100% 46.720.410 APBD 100% 32.544.678
7.01.01.2.06.000 | | enyediaan Komponen Incthias Liskibenorangan | Kecamatan
T Instalasi Listrik/Penerangan 9 Danau 2 Paket APBD 2 Paket
1 Bangunan Kantor yang 756.988 961.196
Bangunan Kantor Kembar

Disediakan
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Urusan / Bidang Urusan

Rencana Tahun 2027

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/K(_aglatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan Lokasi gaafggn Kebutuhan dana/ Sumber | Penting C;raargiztn Kebutuhan Dana/
Kegiatan Apale Pagu Indikatif Dana Apalg Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1) @ (3 4 (5) (6) (M (8 9) (10)
7.01.01.2.06.000 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik g?r:lzrl:\atan 6 Paket APBD 6 Paket
4 Kantor Kantor yang Disediakan 28.783.607 28.082.567
Kembar
. Jumlah Paket Barang Cetakan | Kecamatan
7.01.01.2.06.000 | Penyediaan Barang Cetakan
5 dan Penggandaan dgn P_enggandaan yang Danau 4 Paket 4.161.111 APBD 4 Paket 3.500.915
Disediakan Kembar
7.01.01.2.06.000 | " envelenggaraan Rapat Panyarnanaraan Rapat Kecamatan
e Koordinasi dan Konsultasi yelengg pat Danau 12 Laporan APBD 12 Laporan
9 Koordinasi dan Konsultasi 13.018.704 -
SKPD Kembar
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa | Kecamatan
i i 0, 0,
7.01.01.2.08 Urusan Pemerintahan Penunj_ang Urusan Danau 100% 4.190.700 APBD 100% 9.661.223
Daerah Pemerintahan Daerah Kembar
. . Kecamatan
7.01.01.2.08.000 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan
1 Menyurat Jasa Surat Menyurat Danau 1 Laporan 500.000 APBD 1 Laporan 5.601.453
Kembar
Jumlah Laporan Penyediaan
7.01.01.2.08.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi Jasa Komunikasi, Sumber gzﬁzﬁwatan 2 Lanoran APBD 2 Lanoran
2 Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Kembar P 3.690.700 P 4.059.770

Disediakan
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Urusan / Bidang Urusan

Rencana Tahun 2027

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028

Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub. Kegiatan ) Target Kebutuhan dana/ Sumber | Penting Target Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1) @ (3 4 (5) (6) (M (8 9) (10)
Pemeliharaan Barang Milik Egizﬁgtﬁﬁkpgr:;g?‘araan Kecamatan
i 0, 0,
7.01.01.2.09 ?2?:%’::2;213225;””” Penunjang Urusan Eg”magjar 100% 76.598.500 APBD 100% 105.670.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
7.01.02.2.09.000 Pemeliharaan Biaya Perorangan Dinas atau Kecamatan
e Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Danau 4 Unit APBD 4 Unit
1 . A 73.678.500 98.619.400
Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan Kembar
atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan
7.01.02.2.09.001 | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Danau 7 Unit APBD 7 Unit
1 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kembar 2.920.000 7.051.000

atau Bangunan lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi

JUMLAH

1.704.491.328

1.864.617.730
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BAB IV

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN KECAMATAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik harus ada keselarasan
antara capaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan yang
mendukungnya. Kecamatan Danau Kembar dalam hal ini mempedomani arah
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan indikator
kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra
Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029. Indikator kinerja sasaran
serta program dan kegiatan Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada tabel
dibawabh ini.

Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Danau
Kembar

Indikator Kinerja

. Pagu Indikatif
Uraian Target

Nilai Hasil Survei Kepuasan
1. | Masyarakat di 365 144.864.232
Kecamatan

Persentase Nagari tertib 100
administrasi dan keuangan 12.400.000

Persentase Peningkatan
3. Lingkungan yang 100

Aman dan Kondusif 3.000.000

Persentase Peningkatan
4. Pemberdayaan 100 181.320.000
Masyarakat di Nagari

5. | Persentase Pemenuhan 100 1.362.907.096
Layanan Kesekretariatan

Jumlah 1.704.491.328
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BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2027
ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029. Renja Kecamatan Danau
Kembar Tahun 2027 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap
dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kabupaten (yang
sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional),
baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rancangan Awal
Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program Kkegiatan yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaiantujuan dan
pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2027.

Kecamatan Danau Kembar sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan
organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur,
lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri
atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal
organisasi yang terdiridari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan
pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan
masyarakat seperti disebutkan dalan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk
menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang
yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan harus dapat
dilaksanakan denganoptimal karena sangat berpengaruh pada percepatan perwujudan
masayarakat yang sejahtera, baik dibidang Pemerintahan,Pembangunan, Kesehatan dan
Perekonomian serta Budaya dan Sosial Kemasyarakatan.

Akhirnya, Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok
ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunanyang sinergis dan
optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Januari 2026




